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ABSTRACT

Tindak pidana narkotika untuk sekarang ini sudah sering dilakukan oleh
kalangan anak — anak yang masih berusia dibawah umur. Penerapan Diversi
dalam tindak pidana narkotika sering tidak berhasil karena ancaman pidana yang
tinggi, akan tetapi apabila aparat penegak hukum menggunakan peraturan lain
seperti Perma Nomor 4 Tahun 2014 maka mereka dapat menerapkan Diversi
dalam tindak pidana narkotika apabila dakwaan dalam kasus tersebut alternatif
yang mana salah satunya diancam dibawah 7 (tujuh) tahun penjara. Berdasarkan
hal tersebut maka tujuan penelitain ini adalah : Bagaimana penerapan Diversi
dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak setelah berlakunya
Perma nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam
Sistem Peradilan Anak, dan Apa kendala dalam penerapan Diversi dalam tindak
pidana narkotika yang dilakukan oleh anak setelah berlakunya Perma nomor 4
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan
Anak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang menggunakan
metode pendekatan kasus dan perundang — undangan. Bahan hukum yang
digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengambilan bahan hukum
tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa para penegak hukum terutama
penyidik dan penuntut umum masih belum menggunakan Perma Nomor 4 Tahun
2014 sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara tindak pidana narkotika
anak. Penuntut umum lebih memilih berpedoman kepada Undang — undang
Nomor 11 Tahun 2012 yang dianggap sebagai peraturan tertinggi di Indonesia.
Berdasarkan penelitian terdapat kendala dalam menyelesaikan kasus tindak
pidana narkotika anak yaitu penyidik dan penuntut umum tidak menggunakan
Perma Nomor 4 Tahun 2014 yang berakibat dakwaan yang bersifat alternatif
tetap tidak dapat dilakukan Diversi.
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PENDAHULUAN

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati,
perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini kadang — kadang
pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak
khususnya orangtua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak pidana yang
dilakukan oleh anak, seolah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.
Berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera
dilakukan." Salah satu pencegahan kenakalan anak saat ini melalui
penyelenggaraan sistem peradilan anak.

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata — mata
bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan
tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan
sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak
pelaku tindak pidana.

Sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang — undang Nomor 3 Tahun
1997 Tentang Pengadilan Anak yang tidak terdapat konsep Diversi dan
menempatkan anak dalam status narapidana, maka diberlakukan perubahan
dalam Undang — undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak yang menggunakan menggunakan pendekatan restoratif justice
melaui sistem Diversi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para

penegak hukum dalam mengupayakan Diversi pada seluruh tahapan proses

! Nandang Sambas, 2010, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia,
Yogyakarta, Graha IImu, him.103.



hukum. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses
peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana®.

Di Indonesia terdapat permasalahan penyelesaian terhadap perkara anak,
yang mana perkara anak tersebut adalah perkara yang berkaitan dengan
narkotika, yang dakwaanya terdapat 2 (dua) dakwaan tersebut dakwaan
pertama diancam dengan penjara dibawah 7 tahun karena dianggap sebagai
pemakai dan dakwaan kedua diancam penjara lebih dari 7 tahun karena
dianggap sebagai kepemilikan. Dalam hal ini Undang — undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tetap menjadi panduan
para penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut, namun keadilan
restoratif yang diberlakukan oleh peraturan tersebut seperti hilang karena
dalam perkara tersebut terdapat 2 (dua) dakwaan yang mana dakwaan yang
lebih rendah dapat dijadikan tumpuan untuk memutus dan menerapkan konsep
Diversi itu kembali. Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak muncul untuk
mengisi kekosongan hukum yang terdapat pada Undang — undang Nomor 11
Tahun 12 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tidak mengatur ataupun
menjelaskan tentang penerapan Diversi terhadap dakwaan yang alternatif.
Hakim ataupun aparat penegak hukum lainya seharusnya dapat menggunakan
Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak untuk pedoman Diversi selain Undang — undang

Nomor 11 Tahun 12 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2 http://www.hukumonline.com/berita/baca/It5475dd3e4d788/icjr, Aparat Hukum Belum
Paham Arti Diversi. Diakses pada tanggal 28 Maret 2017 pukul 10.26
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Berdasarkan pemaparan diatas maka rumusan masalah yang akan dikaji
dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Diversi dalam tindak pidana narkotika yang
dilakukan oleh anak setelah berlakunya Perma nomor 4 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak?

2. Apa kendala dalam penerapan Diversi dalam tindak pidana narkotika yang
dilakukan oleh anak setelah berlakunya Perma nomor 4 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian melalui studi kepustakaan
(library research) dengan memperlajari dan menelaah ketentuan — ketentuan
hukum yang berlaku, dokumen atau literatur serta melakukan penelitian
terhadap peraturan hukum, yaitu dengan menganalisis peraturan hukum dalam
sistem pidana sebagai titik tolak penelitianya®. Penelitian hukum normatif
digunakan karena dari permasalahan yang ada akan dicari suatu penerapan dan
kendala — kendalanya dalam penerapan yang akan disamakan dengan peraturan

tersebut.

® Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985 , Penelitian Hukum Normatif, Jakarta,
Rajawali, him.70.



Metode Pendekatan
A. Pendekatan Undang — Undang
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang — undang dan
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.*
B. Pendekatan Kasus
Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-
kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.’
Sumber Data
A. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang di peroleh dari hasil penelaahan
kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan
pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering
di sebut sebagai bahan hukum.
1. Bahan Hukum Primer
a. Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
¢. Undang — undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
d. Undang — undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak
e. Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksaan Diversi

dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

* peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia
Group, him.133.
® 1bid, him, 134.



2. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu buku dan teori — teori hukum yang membahas konsep Diversi.
3. Bahan Hukum Tersier
Yaitu jurnal dan internet yang berhubungan dengan konsep Diversi.
Pengumpulan Bahan Hukum
A. Studi Pustaka
Yaitu dengan cara mencari dokumen — dokumen yang membahas teori dan
asas konsep Diversi.
B. Wawancara dengan Narasumber
Yaitu berupa wawancara langsung terhadap narasumber maupun
wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Sleman, Kejaksaan Negeri
Sleman dan Pengadilan Negeri Sleman.
Wawancara dilakukan kepada :
1. Bapak IPTU Yulianto, S.H. selaku Kepala Urusan Pembinaan dan
Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Sleman.
2. lbu Arifiyah Minarti, S.H. selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Sleman.
3. lbu Ikha Tina, S.H.,M.Hum. selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri

Sleman.



Metode Analisis

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis
dengan cara preskriptif yaitu memberikan pendapat benar atau salah®. Analisis
akan dilakukan dengan cara menjelaskan secara rinci untuk menjawab apa
yang ada dibalik suatu peristiwa nyata. Kesimpulan yang akan didapat dalam
penelitian ini dilakukan dengan menarik kesamaan atas reaksi terhadap
penerapan konsep Diversi dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh
anak setelah berlakunya perma nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman

pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Penerapa Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Setelah Berlakunya Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi Dalam Sitem Perdilan Pidana Anak

Kasus kejahatan narkotika setiap tahun selalu meningkat. Latar belakang
meningkatnya kasus narkotika ini dikarenakan semakin maraknya penyebaran
narkotika secara meluas. Seperti dalam wawancara dengan IPTU YULIANTO,
SH, selaku Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Satuan Reserse Narkoba
Polres Sleman berikut,

Sekarang ini marak terjadi penyebaran narkoba lewat anak — anak, karena

mereka kadang berfikir anak itu sebagai alat untuk lari dari jerat hukum.’

® Yulianto Achmad dan Dr. Mukti Fajar, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif &
Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, him.184.

’ Wawancara dengan Iptu Yulianto, S.H Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional
Satuan Reserse Narkoba Polres Sleman, Sleman, Tgl. 7 Maret 2018



Seorang anak yang melakukan tindak pidana tetap dimasukan dalam unsur
tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana bersama orang dewasa
diproses secara terpisah dimana kasus yang melibatkan anak diselesaikan melalui
Peradilan Anak dan dilakukan Diversi, sedangkan orang dewasa tetap menjalani
proses hukum bagi orang dewasa. Kasus pidana anak juga tetap mengedepankan
sistem peradilan anak terkhusus Diversi jikalau memang didalam tindak pidana
tersebut anak menjadi pelaku hanya karena disuruh atau hanya dimanfaatkan
orang dewasa dan juga tindak pidananya ringan. Seperti dalam wawancara dengan
IPTU YULIANTO, SH, Kaurbinops Satres Narkoba Polres Sleman, ARIFI'YAH,
SH, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman, IKHA TINA, SH, M.Hum,

Hakim Khusus Anak Pengadilan Negeri Sleman.

Kepolisian Resort Sleman sering melakukan Diversi, akan tetapi dalam
tindak pidana selain narkotika seperti pencurian dan penganiyayaan karena tindak
pidana pencurian dan penganiyayaan masih dibawah 7 (tujuh) tahun ancamanya
dan kami mengikuti peraturan yang berlaku, sedangkan narkotika kebanyakan

ancamanya diatas 7 (tujuh) tahun.?

Kejaksaan Negeri Sleman melakukan Diversi juga terhadap tindak pidana
yang ancamannya masih dibawah 7 (tujuh) tahun, kalau seperti penganiyayaan

dan pencurian yang ancamanya dibawah 7 (tujuh) tahun sudah jelas kita tetap

® Wawancara dengan Iptu Yulianto, S.H Kepala Pembinaan dan Operasional Satuan
Reserse Narkoba Polres Sleman, Sleman, Tgl. 7 Maret 2018



melakukan Diversi, karena mereka mengacu terhadap Undang — undang Sistem

Peradilan Pidana Anak.’

Pengadilan Negeri Sleman sering menerapkan Diversi, dan Diversi ini
diterapkan terhadap kasus yang memang ancamanya dibawah 7 (tujuh) tahun.
Karena mereka mengacu terhadap Undang — undang Sistem Peradilan Pidana

Anak. 1

Berdasarkan Undang — undang Nomor 11 Tahun 2012 penerapan Diversi
dapat dilakukan terhadap perkara yang ancamanya dibawah 7 (tujuh) Tahun
sedangkan dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014 penerapan Diversi dapat dilakukan
terhadap perkara yang ancamanya diatas 7 (tujuh) Tahun tetapi dakwaanya
bersifat Subsidaritas, Alternatif, atau Kumulatif yang salah satu dakwaanya ada
ancaman yang dibawah 7 (tujuh) Tahun harus dilakukan Diversi. Perbedaan dari
kedua kasus diatas adalah terdapat pada ancaman pidananya yang mana keduanya
memang didakwa dengan dakwaan alternatif, namun pada kasus yang pertama
didakwa dengan Pasal 111 ayat (1) Undang — undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang — undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan kasus kedua didakwa dengan Pasal 112
ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 114
ayat (1) Undang — undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua

dakwaan pada kasus kedua memang ancaman penjaranya diatas 7 (tujuh) tahun

® Wawancara dengan Arifiyah Minarti, S.H. Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Sleman,
Sleman, Tgl. 2 Maret 2018

9 \Wawancara dengan Ikha Tina, S.H., M.Hum. Hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman,
Sleman, Tgl. 28 Februari 2018



penjara dan hal tersebut mengakibatkan penerapan Diversi tidak dapat dilakukan,
namun berbeda dengan kasus yang pertama yang mana pada dakwaan kedua
ANAK (Nama disamarkan) didakwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang — undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidana paling lama 4

(empat) tahun penjara.

Pasal 9 Undang — undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak menjelaskan bahwa Diversi harus mempertimbangkan tindak
pidananya, yang mana tindak pidana narkotika adalah jenis tindak pidana tanpa
korban. Pasal 10 Undang — undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa tindak pidana yang masuk kedalam
jenis tindak pidana narkotika hanya boleh di Diversi oleh penyidik, dalam hal ini

kepolisianlah yang boleh melakukan Diversi terhadap tindak pidana narkotika.

Di kepolisian kasus narkotika anak yang ringan mereka tetap
mengusahakan Diversi walaupun selama ini masih belum pernah menerapkan
karena kebanyakan kasus narkotika yang dilakukan anak di Sleman sendiri rata —

rata masih bersangkutan dengan pelanggaran yang hukumanya tinggi.™*

Di Kejaksaan Negeri Sleman kerap menerapkan Diversi, tetapi bukan
kasus narkotika anak. Kebanyakan kasus yang menggunakan Diversi disini itu
kasus seperti tindak pidana penganiyayaan tetapi tetap masuk dalam tindak pidana
ringan yang hukumanya masih dibawah 7 (tujuh) tahun. Sedangkan narkotika

anak kita jarang melakukan Diversi karena rata — rata hukumanya tinggi diatas 7

' Wawancara dengan Iptu Yulianto, S.H Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional
Satuan Reserse Narkoba Polres Sleman, Sleman, Tgl. 7 Maret 2018
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(tujuh) tahun mereka tetap melakukan dakwaan alternatif yang bertujuan agar
nanti di pengadilan dimungkinkan hakim bisa menerapkan Diversi yang sesuai

dengan Perma Nomor 4 Tahun 2014.%?

Pengadilan Negeri Sleman menerapkan Diversi terhadap tindak pidana
anak yang sesuai dan ada didalam Undang — undang Sistem Peradilan Pidana
Anak. Tindak pidana narkotika didalam Undang — undang Sistem Peradilan
Pidana Anak yang boleh menerapkan Diversi hanya penyidik dan hakim hanya
berpaku dalam Undang — undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dan

hakim tidak bisa melakukan Diversi dalam tindak pidana narkotika.™

Pihak kepolisian mengartikan narkotika bukan termasuk kedalam tindak
pidana tanpa korban karena yang dirugikan dalam tindak pidana ini adalah negara.
Narkoba boleh di produksi asalkan untuk kepentingan kesehatan dan penelitian
dan dibuat oleh negara dan itupun harus dalam pengawasan pihak kepolisian. Jadi
tindak pidana narkotika ini merugikan negara dalam hal produksinya yang legal

dan jika negara rugi maka sama saja negara menjadi korban dalam konteks ini.*

Berbeda dengan jaksa dan hakim, mereka mengartikan tindak pidana

narkotika itu adalah tindak pidana yang tanpa korban.

Tindak pidana narkotika ini adalah tindak pidana tanpa korban karena

korban dan pelakunya sama. Apabila anak memakai narkoba dia masuk kedalam

12 Wawancara dengan Arifiyah Minarti, S.H. Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Sleman,
Sleman, Tgl. 2 Maret 2018

¥ Wawancara dengan Ikha Tina, S.H., M.Hum. Hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman,
Sleman, Tgl. 28 Februari 2018

% Wawancara dengan Iptu Yulianto, S.H Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional
Satuan Reserse Narkoba Polres Sleman, Sleman, Tgl. 7 Maret 2018
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pelaku karena memiliki narkoba dan dia juga menjadi korban karena yang

dirugikan dia sendiri. °

Tindak pidana narkotika itu ya masuk kedalam tindak pidana tanpa korban
karena pelaku sendiri yang merasakan kerugian. Jadi penerapan Diversi menurut
Undang — undang Sistem Peradilan Pidana Anak ya hanya bisa dilakukan di
penyidik, tapi dalam lapanganya penyidik jarang melakukan Diversi karena ada
kata “dapat” yang membuat ambigu yang mana kata itudi buat seolah — olah tidak

mewajibkan untuk melakukan.®

Penerapan Diversi sebenarnya tidak hanya Undang — undang saja yang
menjadi dasar peraturan, akan tetapi terdapat Perma Nomor 4 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak ini bersifat keluar yang artinya selain Pengadilan yang
dibawah naungan Mahkamah Agung instansi lain juga boleh menggunakan Perma
Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak untuk menyelesaikan sebuah kasus Tindak Pidana yang
dilakukan oleh anak, seperti kasus pertama pada kasus posisi diatas ANAK (Nama
disamarkan) didakwa dengan dakwaan Pasal 111 ayat (1) Undang — undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana paling lama

selama 12 (dua belas) tahun dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang — undang

!> \Wawancara dengan Arifiyah Minarti, S.H. Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Sleman,
Sleman, Tgl. 2 Maret 2018

16 Wawancara dengan Ikha Tina, S.H., M.Hum. Hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman,
Sleman, Tgl. 28 Februari 2018
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Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidana paling lama 4
(empat) tahun penjara yang seharusnya penyidik dapat menerapkan Diversi
menurut Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana peraturan ini bersifat keluar.

Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak memang bersifat keluar, akan tetapi selain
pengadilan instansi lain enggan menggunakan peraturan ini karena memang
peraturan ini bukan produk dari instansi mereka. Dakwaan yang Dbersifat
subsidarita, alternatif, kumulatif maupun kombinasi diwajibkan dilakukan Diversi
oleh Hakim Anak hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014

Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pihak kepolisan tetap menggunakan Undang — undang Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena memang undang — undang
sendiri sebagai dasar hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. Jika melihat
perma Pasal 3 ini dakwaan keluar pada saat di kejaksaan, jadi kepolisian belum

bisa menerapkan Pasal 3 perma ini."’

Kejaksaan menggunakan Undang — undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena peraturan inilah yang menjadi
pedoman. Perma sebenarnya bisa tetapi dari atasan pihak kejaksaan lebih sering
menggunakan Undang — undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak. Tetapi kejaksaan walaupun menggunakan Undang — undang Nomor

1" Wawancara dengan Iptu Yulianto, S.H Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional
Satuan Reserse Narkoba Polres Sleman, Sleman, Tgl. 7 Maret 2018
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11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pedoman Diversi,
tidak menutup kemungkinan juga kejaksaan mencoba membuat dakwaan
narkotika itu sendiri menjadi alternatif agar nanti harapan jaksa pada saat di
Pengadilan mereka menggunakan Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut.®

Diversi dalam tindak pidana narkotika tidak pernah mulus yang mana
didalam proses tersebut banyak sekali kendala yang membuat Diversi jarang bisa
berhasil. Hal yang paling mendasar dari gagalnya sebuah Diversi ini adalah
ketidak singkronan antar peraturan yang mengatur Diversi ini. Undang — undang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Perma
Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak ada beberapa yang tidak memiliki kesamaan, contohnya
dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 yang mewajibkan Hakim Anak untuk
melakukan Diversi terhadap perkara yang dakwaanya alternatif seolah — olah
tidak berfungsi karena rata — rata perkara yang dakwaanya alternatif itu narkotika
dan Undang — undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak telah mengatur dalam Pasal 10 bahwa tindak pidana tanpa korban
(Narkotika) hanya boleh diDiversi oleh penyidik, hal inilah yang membuat
beberapa Hakim menjadi bingung karena ketidak singkronan kedua peraturan

tersebut.

8 Wawancara dengan Arifiyah Minarti, S.H. Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Sleman,
Sleman, Tgl. 2 Maret 2018.
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Sekalipun perkara narkotika itu dibuat dakwaan yang alternatif dan salah
satu ancamanya dibvawah 7 tahun, hakim tidak ada hak untuk melakukan Diversi
karena Undang — undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak tidak memberi hak itu terhadap hakim.

Perbedaan dalam mengartikan presepsi dan ketidak singkronan antara
Undang — undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
dan Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam
Sistem Peradilan Pidana inilah yang menjadi kendala dalam penerapa Diversi
menjadi tidak berhasil. Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana dapat menjadi pacuan untuk

semua aparat hukum, namun Undang — undang tetap menjadi dasar hukum yang

paling tinggi.

Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Anak, Jaksa Penuntut Umum Anak,
Hakim Anak dalam pelaksanaan Diversi tindak pidana narkotika anak
setelah berlakunya Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang sering
dikaitkan dengan ancaman yang tinggi. Pasal 7 Ayat (2) Undang — undang Nomor
11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa tindak
pidana yang diancam diatas 7 (tujuh) tahun penjara maka tidak bisa diterapkan
Diversi, sedangkan menurut Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan

bahwa Hakim anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa

19 Wawancara dengan Ikha Tina, S.H., M.Hum. Hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman,
Sleman, Tgl. 28 Februari 2018
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melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh)
tahun dan didakwa pula dengan tindak tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas,

alternatif. Kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Hakim anak lebih berpedoman terhadap Undang — undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dari pada Perma Nomor 4
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak karena Hakim Anak melihat juga para penegak hukum yang lain
lebih menggunakan Undang — undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak untuk pedoman meraka karena Undang — undang Nomor
11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dianggap paling tinggi
walaupun Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi
dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku keluar yang mana penegak hukum

lainya sebenarnya dapat menggunakan peraturan tersebut sebagai pedoman.

Penegak hukum yang lain beranggapan bahwa kurang tepat jika mereka
menggunakan peraturan yang bukan merupakan terbitan dari instansi mereka.
Seperti dalam wawancara dengan Bapak IPTU YULIANTO,S.H. selaku Kepala
Urusan Pembinaan dan Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Sleman dan

Ibu Arifiyah Minarti, S.H. selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Sleman.

Kepolisian lebih berpedoman kepada Undang — undang Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana peraturan ini lebih umum

dan juga mencakup seluruh warga negara Indonesia, akan tetapi jika kasus yang
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bersangkutan bisa ataupun lebih baik diatasi dengan Perma Nomor 4 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
polisi dapat saja menggunakan peraturan tersebut, tetapi polisi lebih berpedoman
kepada Undang — undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak.?°

Kejaksaan tetap berpedoman terhadap Undang — undang Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dari pada Perma Nomor 4 Tahun
2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi karena Perma ini merupakan terbitan
dari Mahkamah Agung walaupun bersifat keluar, jaksa juga punya yang berupa
surat edaran dari Kepala Kejaksaan jadi jaksa tidak menggunakan dari instansi
lain. Disisi lain jaksa juga mengupayakan agar Perma Nomor 4 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dapat digunakan di Pengadilan dengan
cara jaksa membuat dakwaan yang subsidaritas, agar dapat menjadi pertimbangan

hakim sendiri.?

IV. PENUTUP
Kesimpulan
1. Penerapan Diversi dalam tindak pidana narkotika menurut Perma Nomor 4
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak masih belum dilaksanakan. Perma merupakan

produk dari Mahkamah Agung masih dianggap hanya dapat dipergunakan

% Wawancara dengan Iptu Yulianto, S.H Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional
Satuan Reserse Narkoba Polres Sleman, Sleman, Tgl. 7 Maret 2018

2! Wawancara dengan Arifiyah Minarti, S.H. Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Sleman,
Sleman, Tgl. 2 Maret 2018
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di aparat yang dibawah Mahkamah Agung menurut penyidik dan penuntut
umum. Penyidik dan penuntut umum hukum masih enggan menggunakan
Perma dikarenakan kedua instansi ini memilih pedoman Undang — undang
karena penyidik dan penuntut umum beraggapan bahwa Undang — undang
merupakan peraturan tertinggi di negara Indonesia. Hakim pengadilan
yang terdapat dibawah naungan Mahkamah Agung terkadang tetap
berpedoman terhadap Undang — undang dari pada Perma, hal ini
dikarenakan mereka merasa resah apabila dianggap melanggar Undang —
undang yang merupakan peraturan tertinggi di Indonesia. Berdasarkan
Undang — undang Nomor 11 Tahun 2012 penerapan Diversi dapat
dilakukan terhadap perkara yang ancamanya dibawah 7 (tujuh) Tahun
sedangkan dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014 penerapan Diversi dapat
dilakukan terhadap perkara yang ancamanya diatas 7 (tujuh) Tahun tetapi
dakwaanya bersifat Subsidaritas, Alternatif, atau Kumulatif yang salah
satu dakwaanya ada ancaman yang dibawah 7 (tujuh) Tahun harus
dilakukan Diversi.

Kendala dalam penerapan Diversi dalam tindak pidana narkotika setelah
berlakunya Perma Nomor 4 Tahun 2014 adalah para penegak hukum
beranggapan bahwa tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana
yang didakwa tinggi sekalipun dakwaannya alternatif yang mana Perma
Nomor 4 Tahun 2014 mewajibkan Diversi dalam tindak pidana yang
didakwa dengan dakwaan alternatif, hal ini terjadi karena para penegak

hukum jarang menggunakan Perma Nomor 4 Tahun 2014. Selain tidak
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menerapkan Perma Nomor 4 Tahun 2014, kendala lainya adalah tindak
pidana narkotika merupakan tindak pidana tanpa korban sehingga
penerapan Diversi hanya dapat dilakukan di penyidik, hal inilah yang
membuat penuntut umum dan hakim jarang menerapkan Diversi dalam
tindak pidana narkotika.

Saran

1. Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi
merupakan produk dari Mahkamah Agung yang bertujuan untuk
melindungi hak — hak anak. Perma Nomor 4 Tahun 2014 ini bersifat keluar
atau umum yang seharunya penegak hukum selain dari pengadilan dapat
menggunakan peraturan tersebut, karena peraturan tersebut dibuat untuk
melindungi hak — hak anak karena anak merupakan generasi penerus
bangsa yang harus dilindungi dalam perkembangannya.

2. Tindak pidana narkotika masuk kedalam tindak pidana tanpa korban yang
mana Diversi hanya dapat dilakukan oleh penyidik menurut Undang —
undang Nomor 11 Tahun 2012. Para penegak hukum seharusnya tidak
dengan mudah begitu saja melepaskan Diversi dalam tindak pidana
narkotika tetapi juga melihat dari peraturan tersebut terdapat peraturan
pemerintah yang mewajibkan Diversi dalam tindak pidana sekalipun itu
tanpa korban. Para penegak hukum seharusnya dapat menjunjung tinggi
keadilan terhadap anak yang mana anak sendiri memiliki keistimewaan
dan hak — hak yang harus dijaga agar kedepanya anak bisa tumbuh secara

normal mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa.
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